
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.231, 2019  KESRA. Jaminan Sosial. Kecelakaan Kerja. 

Kematian. Program. Perubahan. (Penjelasan dalam 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6427) 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 82 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA 

DAN JAMINAN KEMATIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan serta 

kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan 

khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan 

Kerja dan Jaminan Kematian, perlu dilakukan 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan Jaminan Kematian; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN 

KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5714), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) huruf a angka 6 dan angka 11, 

huruf b angka 1, angka 7, dan angka 8, ayat (3),  

ayat (5), dan ayat (6) Pasal 25 diubah dan setelah 

angka 12 ayat (2) huruf a Pasal 25 ditambahkan  

2 (dua) angka, yakni angka 13 dan angka 14, sehingga 

Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 25 

(1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau 

penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis 

yang meliputi: 

1. pemeriksaan dasar dan penunjang; 

2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 

3. rawat inap kelas I rumah sakit 

pemerintah, rumah sakit pemerintah 

daerah, atau rumah sakit swasta yang 

setara; 

4. perawatan intensif; 

5. penunjang diagnostik; 

6. penanganan, termasuk komorbiditas dan 

komplikasi yang berhubungan dengan 

Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat 

kerja; 

7. pelayanan khusus; 

8. alat kesehatan dan implan; 

9. jasa dokter/medis; 

10. operasi; 

11. pelayanan darah;  

12. rehabilitasi medik; 

13. perawatan di rumah bagi Peserta yang 

tidak memungkinkan melanjutkan 

pengobatan ke rumah sakit; dan 

14. pemeriksaan diagnostik dalam 

penyelesaian kasus penyakit akibat 

kerja; 

b. santunan berupa uang meliputi: 

1. penggantian biaya transportasi terdiri 

atas:  

a. biaya transportasi Peserta yang 

mengalami Kecelakaan Kerja atau 

penyakit akibat kerja, ke rumah 
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